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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 

1785/K/Pid/2011 yaitu Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Tentang 

Tidak Dapat Diterimanya Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum 

Dalam Perkara Pidana Pemalsuan surat: 

1. Pada dasarnya upaya hukum kasasi terhadap vonis bebas dilarang, hal ini 

berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP yang mengatur tentang tidak dapat di 

lakukan upaya hukum kasasi terhadap vonis bebas namun dalam prakteknya 

ketentuan ini di langgar, dengan berdasarkan pada doktrin dan yurisprudensi 

sebagai dasar hukumnya, yaitu putusan Mentri Kehakiman dalam Surat 

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 yang berisi 

penegasan yaitu terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi 

berdasarkan situasi dan kondisi, maka demi hukum, kebenaran dan keadilan, 

terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Kemudian Mahkamah Agung 

mengeluarkan putusan yang di jadikan yurisprudensi. Pada 15 Desember 1983, 

Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 275 K/Pid/1983. Yurisprudensi 

ini menerobos larangan kasasi atas vonis bebas. 

 



60 
 

2. Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan tidak dapat 

diterima upaya hukum kasasi terhadap vonis bebas oleh jaksa penuntut umum, 

telah sesuai dengan teori-teori putusan hakim yang ada yaitu teori 

keseimbangan yang menyeimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh 

undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dan berkaitan 

dengan perkara, teori pendekatan keilmuan adalah pemikiran bahwa proses 

penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian, 

dan teori ratio decidendi, teori ini mendasarkan pada landasan filsafat yang 

mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok 

perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan 

yang lebih relevan dengan pokok perkara yang di sengketaka sebagai dasar 

hukum dalam penjatuhan putusan. Hakim agung mempertimbangkan beberapa 

hal yaitu mempertimbangkan putusan pengadilan sebelumnya yaitu Pengadilan 

Negeri Tanjung Karang di nilai tidak cacat hukum. 

 

Hakim Mahkamah Agung menilai bahwa jaksa penuntut umum yang 

melakukan upaya hukum kasasi tidak dapat membuktikan secara kuat terhadap 

alasan-alasan yang ia cantumkan kedalam memori kasasi, yaitu putusan Hakim 

Pengadilan Negeri tanjung karang adalah merupakan vonis bebas tidak murni, 

oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa  Penuntut Umum / Pemohon Kasasi 

berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP) harus 

dinyatakan tidak dapat diterima. Dan menguatkan putusan pengadilan 

sebelumnya, yaitu putusan pengadilan Negeri Tanjung karang  yang 

menyatakan saudara Prof. Damrah Khair tidak terbukti bersalah dan di vonis 

bebas. 
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B. Saran 

Setelah melakukan pembahasan dan penulis memperoleh keimpulan dalam 

sekripsi ini, maka saran yang dapat penulis berikan adalah : 

1. Perlu adanya perubahan di dalam ketentuan Pasal 244 Kitab Undang-Undang   

Hukum Pidana (KUHAP), melihat dalam prakteknya, ketentuan yang ada di 

Pasal 244 KUHAP ini tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang di 

dalam Pasal ini, jika melihat dari fungsi suatu Undang-Undang ialah melayani 

masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu. Dan tiap-tiap 

undang-undang itu ada norma-normanya. Fungsi yang akan dijalankannya, 

itulah yang menjadi sebab untuk melahirkan Undang-undang itu dan yang 

mendorong untuk mengundangkannya. Walaupun perundang-undangan itu 

bermacam-macam, tetapi semuanya harus bertujuan untuk melayani 

masyarakat dan membahagiakannya. Oleh karena itu Pasal 244 KUHAP di rasa 

ini tidak cocok atau belum sesuai dengan kehidupan masyarakat  di Indonesia, 

sehingga penulis merasa Pasal 244 KUHAP ini harus di ubah agar menjamin 

kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat. 

2. Putusan Mahkamah Agung yang menolak upaya hukum kasasi oleh jaksa 

penuntut umum dalam perkara pemalsuan surat dirasa sudah tepat karna 

berdasarkan ketentuan yang ada. Penulis menyarankan kepada hakim agung, 

pada saat menjalankan kewajibannya dalam mengadili hendaklah selalu cermat 

dalam menangani suatu perkara hukum, hakim harus lebih memprioritaskan 

kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi dan juga rasa keadilan harus 

selalu di junjung tinggi selamanya. 

 


